WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 42 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 62 TAHUN 2008 TENTANG FUNGSI, RINCIAN TUGAS

Menimbang

Mengingat

DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme mengamanatkan
setiap Pejabat wajib menyampaikan LHKPN kepada
KPK, dan Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Kewajiban Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

bahwa untuk mengakomodir sebagaimana dimaksud
pada huruf b di atas, perlu mengubah Peraturan
Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Yogyakarta
Nomor 62 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas
dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota
Yogyakarta;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf b di atas, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 859);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4450);



Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4016);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4017);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah  Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4018);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4019);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4263);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4741);

14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4814);

16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun
2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan
Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah
Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 66 Seri D);

17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2008
tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peratutan
Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta
Nomor 62 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas
dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota
Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA NOMOR 62 TAHUN 2008 TENTANG FUNGSI,
RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA.

Pasal 1

Mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2008 Pasal 4 dan
Pasal 6 ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

Sekretariat mempunyai rincian tugas:

a. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, dan permasalahan,
peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan



g
h.
i.
j

dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data, dan
pelaporan;

. menyelengggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi,

dan pelaporan kegiatan Sekretariat;

. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah urusan umum,

kepegawaian, keuangan, administrasi data, dan pelaporan;

. menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk

teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan,
administrasi, data, dan pelaporan;

. menyelenggarakan ketugasan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara

Negara (LHKPN) Pemerintah Kota Yogyakarta;
menyelenggarakan ketugasan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil
Negara (LHKASN) Pemerintah Kota Yogyakarta;

. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,evaluasi dan

pelaporaan kegiatan Badan;
mengkoordinasikan upaya pemecahan masalah Badan;
menyelenggarakan analisis dan pengembangan Badan;

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepla Badan.

Pasal 6
(3) Subbagian Administrasi, Data dan Pelaporan mempunyai rincian tugas:

a. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi
permasalahan serta melaksanakan pemecahan masalah yang berkaitan
dengan urusaan administrasi, data, dan pelaporan.

b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan
melaporkan kegiatan Subbagian.

c. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta
petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan administtrasi, data, dan
pelaporan.

d. Melaksanakan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di
lingkungan Badan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran
Badan.

Melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran Badan.
Melaksanakan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Badan.
Melaksanakan inventarisasi data program, kegiatan dan angggaran
dalam rangka pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja Badan.

. Melaksanakan ketugasan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN) Pemerintah Kota Yogyakarta.

i. Melaksanakan ketugasan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil

Negara (ASN) Pemerintah Kota Yogyakarta.

j- Menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan,
perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta
permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tata laksana.

k. Menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan,
perumusan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan ketugasan Dinas.

l. Melaksanakan pengolahan data dan menyusun dokumentasi
pelaksanaan teknis kegiatan.

m. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Subbagian.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Pasal 2
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota inidengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Juli 2016

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,
ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 42



